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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 43 TAIUM 999

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAM
DEMGAN RAHMATY 'fi‘Ul FAN YAMNG MANA ESA
PRESIDEN R!i!’;UB[.,!K IEONIESTA,
o Dolrwa dalim mn;;if:u uzaba  rencapai Injuan nasiona! untuk

mevigjudkan masyarakat madani yang taat hukum, Fﬂ:r'pez'mjahm1.

modern, demokratis, makimur, adil, dan bermoral tinggi, dineriukan’

Pepawai Negeri yang merupakan unsur g ATRINE negara vang

beitngas  sebagai abdi  masyarakat

yi yang menyelonpgarakan
pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan
bangza dengan peouh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945,

babwa untuk maksud | fersel pada hueul g, diperhikan Popowai
MNegeri yang berkcm:m:apuan melskzanakan lgas sceara profosions!
]

dan bertangpung Jawal  dalam

menyelengaaraioan

Sl b R !"Egz‘s

pemerintahan dan pembangunan, scria bersilt dan bebag dari ko unsi,

kolusi, dan nepotisme; |

baliwa untuk membenlik sosok Pegawai Neger Sipil sebagzimana
terschut pada hurof b, dipertukan spaya meningkatkan manajomen
Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri:

i balvam
1, Jatiwa



d.

Meagingal - .
X
{j : i
3.
3 4.

N

FPRESIDEN
FRICPUISL (11 O E S n

batiwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c lersehut i atas

< vy

dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor § Tahmn

974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Tasal 27 ava (1), dan Pasal 23

Undang-Undang Dasar 194

LR}

Undang-undang  Nomor & Tahun 1974 lentang - Pokok-pokek
Kepegawaian (Lembiran Negara Tahun 1974 Nomaor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nemor 104 F);

Undang-undang  Nosmor 22 Tahun 1999 eintang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor JRI9);

Umi:mg-und:mg MNomor 28 Talun 1999 temang Penyelenggara
Nepara Yang Dersil dan Bebas dari Korupsi, <olusi, dan Mepolisme -

(Lembaran Negars Tahun 1900 Somor 75, Tambahan Lembaran

Nepara Nomar 3851 );

Dengan persetujuan

D]."',\-\://\N PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN -

=f‘uicnc{npkan : U:I\JD/\I‘J.C:‘--UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UMNDANG.

UNDANG NOMOR 8 TAIIUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN,

Pagal 1.
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Beberapa ketentuan  dalag, Umiml,g;-un(lnng MNomor 8 Tahun (974

lentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinbah schagai berikut ;

Lo Judd BAB T (o ketentuan I'agal | menjadi herbunyi sehagai
betikut:

“BAI T

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Undnng»unclnng i yang dimalisud dengan ;

Lo Pegawai Negeri adalah seliap warga hegara lepublik Tndonesia _
yang felah memenyl Syarat yang dilentukan, diangkal oleh
pejabal yang berwenang dan diserah trgas dalam suatu jabatan
negert, atan diserahi kegas negnra fFainnya, dag digaii ‘c;r.:rd;\s;n'k:m

neraturan pcruntlnugdmd:mgnn yang berfaku,

T e i s e

2. P'riabat
}

yang  berwenang  adatal pcjabal .yang mempunyai
ewWenangan menpangkat, memindahkan, dan memberhentikan
viawar Neperi - berdasarkapn peraturan pc:ru11dang~undmigu:1

yang berlaky,

3. Pejabat yang berwvajib adalah pejabat yang karena jabatan atag
fugasnya berwenang melakykan tindakan hukyn berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaky,

4. Pejabat ...
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i
i 4. Pejabat Necgara  adalah pimpinan dag anggata  lembaga
i U : ,
B terlinggiftingpi negara sebagaimana dimaksnd dalam Undang.
- o . .
& Undang Dasar 1945 (un Pejabat Megara fafnya yang ditentulian
5 .
W
b oleh Undang-undang,.
s . . | —
i 3. Jabatan Negert adalal Tabatan dalam bidang eksekutif yarg
o
15: .
- ; ditclapkan berdasarkan peraturan pcrumiung»undangnn, termiasuk
(_); B di dataminya jubatan dalam kesckretariztan lembaga terlinggi atay
nggi negars, dan kepaniteraan pengadilan,
0. Jabatan Karier adalah jabatan steukdural (an fungsional yang
hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil selelah memenuhi
; syaral yang ditentulkan,
7. Jabatan organik adalaly Inhatan neger yang menjadi tupas pokok
K pada suatu satuan QrERnisasi peincrintalh.
3. Manajemen Pepawai Megert Sipil adalah kesehiruhan upaya-
aya otk meningkatkan elisicnsi, efcktivitag dan derajal
( i profesionatisme penyelengparaan tugas, fungsi, dan kewajiban
g kepegawaian, yang  mcliputi berencanaan, Pengadaan,
; pengembangan kuatitas, Pencimpatan, pronosi, renggajian,
l<c.9c:jnhtcrmm, dan pemberlientjay,”

2. Judui BAR I, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi

berbunyi schagai berikut -

~
i
—
Lt

—_—
o~
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“BAB I

TENIES, KEDUDUKAM, K EWAJIBAN, DAN
HAK PEGAWAL NEGER]

Bagian Pertama

Jenis dan Kedudulan

Pasal 2
(1) Pegawai Negeri terdiri dar -

a. Pegawai Neperi Sipil:

b. Anggota Tentara Nasiol Indonesia; dan

. Anggota Kepolisian Negara Republik Indoncsia.

S}

Y

RN
(A7 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam avat (1}

" hurafa, terdini dari -

a. Pegawai Negeri Spil Pusat; dan

b, Pegawai Negeri Sipil Dacraly,

(1) Di samping Pegawai Negeri sebagainana dimaksud dalam ayat
(1), pejabat yang berwenanrg dapat mengangkat pepawai tidak
tetap,

Tasal 3
(F) Pegawaj Negeri herkedudukan scbagai uisur aparatur negara
yang bertugas un(uk memberikan pelayanay kepada masyarakal
secara profesional, jujur, adil, dan merata dala

™ penyeleng-
raan (ugas nepara, pemeringah

e
74

an, dan pembangunan,

(2) Dalam ..
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(2) Dalam kedudukan dan tugas schagaimana dimaksud dalam ayal

(1}, Pegawai Megeri harus nelral day pengaruh semua golongan

dan partai politik serta tidak diskiiminalif dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat,
(3 Untuk mienjamin netralitas  Pepawai Negeri sebagaimana

dimaksud datam ayal (2), Pegawai Megeri dilarang menjad;

anggota dan/atau penpurus yarlai politik.
A £

Bagian Kedua

Kewajiban

Tusal A

Scliap Pegawai Negert wajib setia dan tnat kepada Pancasila,

Undang-Undang i>asar 1245, Negara, dan Pemcrintah, serty wajib

menjaga persatitan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesin. ™

Ketentuan Pagal 7 menjadi berbunyi schagai berilut -

“asal 7

(D) Setiap Pegawai Meperi herhak memperoich paji yang adil dan

fayak sesuai dengan beban pekerjaan dan angaung fawabnya,

(2) Gaji yang diterima oleh Pegawaj Negeri Ji:

WHS mampa memacy
produktivitas dan menjamin |

wsejahleraannya,

(3) Gaji Pegawai Mageri yang adif dan layalk sehagaimana ding

aksu!
dalam ayat (1), ditetapk

ar dengan Peraturan Pemerintah,”

4. Judul .. -
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4 Indul Bagian Keempat BAB I dan ketentuan Pasal 11 menjadi

herbunyi sehagai berikuy -

“Baginn Keenypal

Pegavwai Neperi Yang Menjadi

Pejabat Negara

Pasal 11
(1) Pejabat Negara terdis alas

a. Presiden dan Walkil Preziden;

b, Kelua, Wakii Keha, dax Anggola Maiclis Permusyawaratan

Rakyat:

c. Kelun, Wakil <etoa,  dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat;

d. Keta, Wakil Fetun, Ketua Muda, dan Takin Agung pada
Maltkamaly Agung, serty Letua, Wakjl Ketua, dan fakim
Pada semua Radan Peradilon;

e Ketua, Wakil Ketua, dan Anggeta Dewan Pertiebanpan

Agung;

. Ketua, Wakil Ketua, day Anggoeta Padan
Kcuzmgan;

£ Menterd, dan jabatan yang selinghat Menteri:

Kepala Perwakilan Repiblik Indonesin funt rnegeri yang

berkedudukan sebagai Duta Besar Lvar Biasa dan Rerkuasa

Penuly;

i, Cubcrnur |
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Lo Gubernur dan Wakii Gubernuy;
Jo Bupali/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikola; dan

k. Pejabal Nepara lainbya yaog ditentukan olol Undang-

undang,

(2) Pegawai  Negeri yang diangkat  menjadi Pejabat Negara

diberhentikan dari Jabatan organiknya sclama menjadi Pejabat

Negara tanpa kebilangan statusnya scbapai Pegawai Neger,

(3) Pegawai Neper yang diang

i

kal menjadi Pejabat Megara terlonty
tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya,

(1) Pegawai Negeri schagaimana dimaksad dalam ayat (2), selclah

selesai mienjalankan tugasnya dapal diangkat kembali dalan

Jabatan organtknya.”

Tl BAB 1, ketentuan asal 12, dan Pasal 13 menjadi berbunyi

sehagai berikal -

“DAB 1N
MANANIMIEEN PEGAWAT NEGER] S,

Baginn Pertama

Tujuan Manajemen

Masal 12

(1) Manajemen Pegawni Negesi Sipit diarahkan uniuk meniamin
penyclenggaraan tugas pemeriniahan dan pembangunen sceara

berdayaguna dan berhasifpuna.

{Z) Untuk ...
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(2) Untuk nmewujudkon penyclenguaraan ugas pemermitahan dan

L1
peinbangunan schagaimana dimaksu dalam ayat (i), diperiu-
Kan Pegawai MNegeri Sipil yang prefesional, berlanggung Jawwab,
Jujur, dan adit melaly; pembivaan yang dilaksahakan berdasar-
kan sistem prestasi kerja dan sistem tacier yang dititikberatkan

rada sisteny prestasi kerja.

Bagian Kedua

Kebijaksanaan I”vi;mn.jmncuf

Pasal 13

(1) Kebijaksanaan manajemen Pegawai Megeri &ipil mencakup

penclapan norma, standar, prosedur, formast, pengangkatan,
pengembangan kuoalitas simiber daya Pegawai ‘Neger Sipil,
pemindahan, paji, funjangan, kesejahteraan, pemberhentian, haly,

kcwn_f'ihnn, dan kedudnkan hukum,

(2) Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipif schagainiana

dimaksud dalan; ayal (1), berada pads Mresiden sclaky Kepala

Pemerintahan,

(3) Untuk membaniy Presiden dalam micrmuskan kebijaksanaan

sebagaimana dimaksud  dafam ayab {2) dan memberikan
perfimbangan lertentuy dibentule Komig; Kepegavaaian Negara
vang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,

Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3), terdiri dari 2 (dua) Angpota Tetap yang berkedudukan selba-

pai Ketua dan Sckrelaris Komisi, serta 3 (liga) Anzpota Tidak

z
[

Tetap ...



PRESIDEN
RECUT N 14 DYOMTSEA

- 0 -

Tetap yanp kesemuanya dianpkal  dan diberhentikan aleh
Presiden,

(5} Ketua dan Sekretaris 1K ara sebagaimana

omist Kepegawaian MNeg

dimaksud dalam ayal (1), sccara ex officio menjabat sebagani

Kepala dan Walkjl Kepala Badan Kepegawaian Negara,

0) Kemisi Kepegawaian Megara mengadakan sidang sekurang-

kurangnya sekali dalam satu bulan.”

0. Nelentuan Pasal IS menjadi berbunyi schagai berikut -

“Pasal 15
(1) Jumiah Aan susunan pangkat  Pegawai Negeri Qipil

diperlukan ditctapkan dalam lormasi.

yang

() Formasi sehagainana dimaksud datam avat (1), ditctapkan

untuk Jangka wakty tertentu berdasarkan Jjenis, sifat, dan beban

kerja yang harus dilaksanalkan,”

Ketenluan Pasal 14 Ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikyy -

“(2) Scliap warga negara Republik  Indonesia menpunyai

kesempatan YAg samaumiuk melamar menjadi Pegaywai Neperi

Sipil setelal; memenuhi syarat-syara yang ditentukan,”

D antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) p

sal, yakni Pagat
He A berbunyi schapai berikyt -
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“Pasal 16 A

(1} Untuk memperlancar pelaksanaan tgas umum pemerintahan
dan pembangunan, penrcrintah dapat mengangkat lﬂngsung
menjadi Pegaywai MNegeri Sipil bagi mercka yang telah bekerja

bada instansi yang menunjang kepentingagy Nasional,

(2) Persyaratan, tan cara, dan pengangloan langsung menjadi
Pegawai Neperi Sipil schagaimang dimaksud dalam ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

9. Kelentuan Pagal 7 menjadi berhunyi sebagai berikyt -

“Tasal 17

(1) Pepawai Negeri Sipil diangkat dalan, jabatan dan pangkat

tertent.

(N Pengangkatan Pepavvai Negeri Sipil dalam  suaty Jabatan

dilaksanakan, berdasarkay, pringip profesionalisme sesuai dengan

kompetensi, prestasi kerja, dan Jenjang pangkat yang ditetapkan
untok  jabatan i serta syaral - obyck(ir fainnya fanpa

membedakan jenis kelamin, suku, agama, tas, atau golongan,
(hH Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal
ditclapkan berdasarkan tingkat pendigikan formal,™

10. Ketentuan Pasal 19 dihapus,

FL Ketentuan Pasyl 200 menjadi berbunyi schagai berifout -

“Pasal 20
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“Pasal 20
Eintuk tebih menjamin obyekdtivitas dalam mempertimbangkan peng-

angkatan dalam Jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian

prestasi kepja.”

2. Ketentvan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pusal 25, dan Pasal 26

menjack berbunyi schagai berilyt -

“Pasal 22
Pituk kepentingan pelaksanaan tugag kedinasan dan dafam rangka
pembinaan Pepawai Negert Bipil dapat diadakan nerpindahan

Jabatan, fugas, dan/ata wilayah kerja. '

Pasal 23
(1) Pepawai Neperi Sipil diberhentikan dengan hormat karcna
meninggal dunia,

(2) Pepawai Negeri Sipil dapat  diberhentkag dengan hormat
karena:
A alas permintann sendirt;
b. mencapai batag usia pensiun:
Sooperampingan organisasi nemerinttah: agy
o tidak cakap Jasmani atay roliani schingga  tidak dapal
menjalankan kewajiban sehagai Pepaswa Megeri Sipi).
(3} Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormal aiay

fidalk diberhentikan karcna

d melanggar |
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& melingpar Sumpah/janji- Pegawai Megeri  Sipil  dan
sumpab/ianji jabatan sclain pelanggaran sstpah/jani
Pegawai Negeri Sipil dan sumpab/janji jabatan kaceng tidak

selin kepada Pa casila, Undang

-Undang  Dasar [9435,
Negara, dan Pemerintah: atay

D dihukum pPenjara atay kurungan berdasarkan puitsan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
'[cf:ap karena miclakukan tindak  pidang kejahatan yang

ancanan hukumannyy kurang dari 4 {ctpat) tahun,

(1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak

Has permintaun sendi; alau fidak dengan hormat kareng -

i, (”hllklm}<j)CI1j<'1l'ﬂ berdasarkan peusan penpaditan yang
felah mempunyai kekuatan hukum Yang tetap  karong
melakukan [fll(lek-j:)!'(["inél kejalalan Yang  ancamap
hnkum:muyn 4 (cpat) (ahuy atav Iebih; aty

b. melnkukan pelanpgearan disiplin Pegawai Negeii Sipil

tingkat berar.
(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tdak dengan hormat karena:

A mclangpar Sumpah/janji Pegawai Negeri Sinil dan sumpaly/
Jangi jabaian karena tidak selin kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar [945, Nespara, dan Pemeriniah;

b melakukan penyelewengan terhaday ideologi Nepara,
Pancasifa, Umlnng—Undnng Dasar 1945 aiay terhibatl dalam,

kegiatan yang menentang Negara dan Yemerintah: atay

¢ dihukuny
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i
ci’iAhul'cum penjara atan kurungan  berdasarkan Putusan
Jewmberat

pengadilan yang telal mempunyai kekvatan hukum yang
dendernl _ . '

}lclaj);‘ karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan
Aty |

ol tindak pidana kejahal

an yang ada Iulbt'ngmmyn denpan
:-'_]lﬂb‘ﬂtﬁﬂ. -

.t

EULH AT PR

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan olel pejabat

yang berwajib karepa disangka (clal melakoukan (indalk pidana
NN (,:.'{l;i_,-:; :

kejahatan Sampai - mendapat Dulugan

atetady e

Mempunyai kekuatan bk

pengadilan yang  tclan

M yang detap, dikenakan pember-
hentian semcidar,

Vet .
PN £ I

e Pasal 25

LT

(1) Pengangkatan, pPemindahan,  dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dilakukan elef Presiden.

(2) Un[ukfmcmpcrlm]cnr retaksanaan Pehgangkatan, pemindal.
an, dan pemberhention, Pegawai Negei Sipil sebagaimang
dimaksud dalam ayal (1), Presiden dup'ut mendelepasikan
schagian wewenangnya kepada pejabat nembing kepepawaian
usat  dan menyerahikan schagian Wewenangnya kepada
pejabat pembing kr:'pcgzmnian dacrah yang diatur lebin Fanjut
dengan Peraturan Pcr‘ziérir:lah.

(1) Pengangkalan, penundahan, dan pemberhentian Jaken Agung,

Pimpinan Lentbapa Pemerintah Non-{)cpnr[cmcn, Sckretarig

Jenderal |
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slembapa Tertinggi/Tingpi Megara,  Sckretarig

54
@?,‘éﬂ‘"“i@’i’

i}
'élaifﬂl‘j‘DCI):lllCll1CI1 Dircktur Jenderal, nspektur Jenderal,
2l :%%b‘l

{an schngjkdl ditetapkan oleh Presiden,

agian Kelima

ode Etik, dan Peraturan Dig siplin

Ifnsnl 26

alon l(‘j;,d\\’dl Negert Sipil pada saat pengangkalunnya

.mc:yadvl Leawal Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/jani,

ala kala sumpab/jani adalan schagai berikut -
‘1'5§%’De‘il1i"AJIzII1, saya b(:r:;mnpzth/bcljnnji :

itk diangkay menfadi Pepawai Neger
sum d

ataat sepenulinya kepada Pancnsi!a, Undang.-

’1-1,‘)45, Negara, dan Pemerintal;

.'ya, akan mentaag segata peraturan perundang-

"1:113 bcr!dku dar melaksanalco tugas kedinasan yang

dtpr‘lmy.l!mn k(‘padd saya dengan g

enuh pengg Wdian, kesadaran,

,\J! filé“.?! ;»
ahwa’s sny,r, akan  senaniingg
pedatidisg T
Rchoumt an Ncgara, Pemerintal,
: Hr'n“m -w‘ :
Sipil, scria akan’ schantiasa mengwlamakan Kepentingan Negara
”ﬂ HEJ H
dmlp'ula k(,pcn{rng)(m saya sendiri, ses

Lty g

'1hwa Sya, akan memegang  rahasig
;{,I“ f;[‘ i!f"‘?] l l

mcnmul szﬁlnya alaw menyrul perintah |

menjunjung finpgi

dan martabat Pegawai Negeri

corang atau golongan;

? sesuatu  yang

arus saya rahasiakan;

bahwa |
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buhwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertih, cermal, dan

. 1
bersemuangat untuk kepentingan Negara.”

3. Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 372 menjadi berbunyi sebagai

berikut -

“Iasal 30

4
* - K] r - r . ) .
(1) Pembinany jiwa korps, kode ctik, dan peraturan disinlin Pegawaj
Negeri Sipil tdalk boleh berlentangan denpgan Pasal 27 ayat ()

dan Pasal 28 Umi;mg—l)mI;mg Dasar 1945,

(2} Pembinaan Jiwa korps, kode clik, dan peratvran disiplin

schagaimana dimaksud  dalanm ayat (1), ditetapkan dengan

Peraturan Pemeringah,

Bagian Keenam

Pendidikan Pelatihan

Pagsal 3]

(1) Untuk mencapai daya guna dan hasit guna yang schesar-

besarmya diadakan pengaturan dan penyelenpparaan pendidikan
dan pelatihan Jabatan Pepawai Negeri Sipil yang bertujian
untuk meningkatkan Pengabdian, mutu, keahlian, kcmampuan,

dan keterampitan,

(2) Pelaksanaan kelentuan sehagaimana dimaksud dalam ayal (1),

diletapkan dengan Peraturay Pemerintah,

Bagian .,
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Bagian Ketujuh

Kesejahicraan

Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha
kescjaliteraan Pegawai Negeri Sipil,

(7) Usaha kesejahternan schagaimana dimaksod dalam ayal (1),
melipuli progran pensiun dan tabunpan  harj tua, asuransi
keschatan, tabungan perumahan, dan asierangi pendidikan bagi
putra putri Pegawai Negeri Sipil,

(3) Untk penycelengparaan  usaha kescjaliterann schagaimana
dimaksud datam, ayal (2), Pepawai Negeri Sipil wajil membayar
furan schiap bulan Jayg peaghasifannya,

(‘1) Untuk Penyclenggarann Program pensiin Jan Penyclenggaraan

asuransi keschatan, Pemerintah menangpung subsidi dap ivran,

(5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimang dimaksud dalaimn ayat

(4), ditctapkan dengan Peraturan Pemerintah,

(0) Pegawai Negeri Sipil - yang meningpal diinia, keluarganya

berhak memperolel banipap.

. Ketentuan Pagal 3 mengadi berbunyi schagai berikut

“Pasal 34

(1) Untuk menjamin kelancarap penycelenpgaraan kebijaksanaan
manajemen Pepawai Negeri Sipif, dibentuk Badan Kepegawaian
Negara,

(2) Badan .,
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(2) Dadan schagaimang dimaksud dalan ayvat (1), menyelenggara.
kan manajeien Pegawai Negeri  Sipil yang  mencakup
perencanaan, pengembangan kuaiitas sumber daya Pepawai
Negeri Sipil an adminisirasi kepegawaian, pengavasan dan
pengendalian, penyclenpparaan dan pemeliharann informasi

kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan Kesejah-

Craan Pegasva Negeri Sipil, Serta memberikan vimbingan

teknis kepada Unit organisasi yamg menavgani kepegawaian

pada instans; remerintah pusat dan Pemerintah dacryly,”

15 Diantara Pagal 34 dan Pasal 35 disisipkan { {salu) pagal, yakni Pagal

A berbunyi schagai borilo -

“Pasal 34 A
(1) Untuk kelancarm pelaksanaan Manajemen Pegawa; Megeri Sipil
Dacrah dibentuk Badan Kepegawaian Dacrah,
(7) Badan Kepegawainn Dacraly sebagainmany dimaksud dalam ivat

(1) adalah petangkat Dacraly yang dibenink olel Kepala

Dacrah.”

6. Ketentuap Pasal 35 menjadi Derbunyi sehagai borilyy -

“Pasal 35

(1) Sengketa kepegawaing disclesaikan melalui Peraditan Tata

Usaha Negara,

i
. -
(2) Sengketa e
O e
:;;,"fgw ;
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&
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£
R ;

7
A.-<rﬁ!!‘ﬂiﬁ%-_. ¥ drec T N




PRESIER
REMPURL N 1 ORIZSIA

- v

(2) Scengketa kepepawaian schagai akibat pcl:_mggnrmric:'had;ap
perafuran disiplin Pepawai Negert Sipil diselosaikan melatui
Upaya banding  adminigieatir kepada  Hadan Pertimbanpan

Kepegawaian,

{3y Badan schagaimang dimsksud dalam ayal (2), diletapkan dengan

Peraturan Pemeringaly @

7. Judul BAB 1V dun ketentunn Pasal 37 menjadi berbunyi sehapat
1

berikug

BAB (v

MANAJUMIEEN ANGGOTA TENTA RA NA

SIOMAL 11‘\”)(’)1"-1581#\
DAN ANGGOTA KEPQOL]

SIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Marajemen Anggola Tentarn Masional Indonesia dan Anggota
Kepolisian Negara Republilk Indoncsia, m:.t.fsin,r_;‘nmsing diatur

dengan Un(lzmgmmi;mg tersendirg.”

Pasal 4]

Ull(imu;-undang i mulai berfaky pada tanggal divndangkan,

Apar .
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Apar setiap orang mengetahuinga, memerinthikan pengundanpan
uml:uu;-un(l:mg i dengan pencmpatinnya datam Lembaran Nepara
Republik Indonesiy

Disahlkan (s Takarry

pada tnpgeal 30 Seplember 1090

PRESIDEN REPUY LIK INDONIESI/\,
(el

BACHARUDDIN JUSH PEATIIRI

Diundangkan di Jakaria
padit tangpal 30 Sepiember 1999
MUNTERY NEGARA SEERETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONJ':'.‘,;I/\,

el

MUT. A,

! LEMBARAN NLEGARA REPUBLIK INDONTESTA TAHUN 1099 NOMOR 149

Salinan sesuaj dengan aslinya

SI/’{{(;\II{{I;%TT;I/)‘(}{\AI KABINET Ry
Chalindy

Peraturan
Uangan 1

H S 6' -‘\\N-_----’:
SR ity
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PEMILELAS AN
ATAS
l,H\JD/\NG—UNDANG REPUBL

e

K ANDONESIA '
NOMOR 43 TALUN {999
TENTANG
PERUBAIAN ATAS

UND/\I‘IG-UNI’)/\NG NOMOR 8 TAT TUN 1974 TENTANG

POKOK-1O KO K EPEGAWAIAN

. Kelancaran henyelenggaraan

{Upns remerintahag
sangal ferganing

ddan pembangunan nasional
B pada kesempurnaan

Negeri. Karena ifu,

mewujudkan

haratur negara kg snya Pegawai
alam rangka mencapai tujuan Penthargunan rasional yaknj
masyarakal magan;

yang  taat hukumn,

berperadaban modern,
demokratis, an bermoral lingpi

makmur, adil, o

: merupakan unsyy aparalur negarg ¥

harus menyelengpar

» diperiukan Pegawai | fepert yang

ang bertngas sebagai abdi masyarakat yang

epada masyarakay

akan pefayoanan secara adil dan merara I

dengan dilandasi | dan ketnatan |

escliaan, cpada Pancasila dan Undang-Und;
¥ Dasar 1945,

ing

L Di SAMPIng i dajam pelak

Sanann
kepada Dacrah,

d(:scn(rnlisnsi ke

Wenangan pe;
Fepaveni Negeri horkew

erintahan
ajiban uniyl; felap menjaga persaluan Jan
tgasnya Seeirg
menyelengparakan
serta bersily dan bely,

2 kesatuan bangsa dan harug melaksan,,. o

“proefesionat (day
bcrlanggung Jnwalb g

cDembangunan,
1'5;:-\"._‘

alam upay Pemerintahan

dan
s dar korupsi, kolusi, (

a0 nepotisime,
deoagai bagi

‘dilakukan deng

an dari pembinaar Pepawai Nege

i1, pembinaan Pegaw
an scbaik»baikny

ai Negeri Sipil

SIS(CIN prestasi ke

TR

WA, ., .

Kcrja, [1al in; dimaksudk
Zig

ang. berpres(asi ling

Tdengan berdq

sarkan pada perpaduan
dan sistem karier ¥

g dititikberatk

an pada sistem prestasi
amuntuk member pelvang bagi Pegawa; Megeri Sipil
2t untuk metingkatkan kcmnmpuémn_ya SCCara profesions|
atrl‘_'_bbrkompc(r'si secva schal,

1

Dengan |
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Dengan demikian Penganpkalan dalam Jabatan harug didasarkan pada sistem

prestasi kerjn yang didasarkan g penilaian obyektir terhadap  pregtasi,

kompelensi, dan pelatihan Pegaywai Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan

pangkalt, (i samping berdasarkan SIstem prestasi kerja jupa dipechatikan sisten

karicr,

Manajemen Megawai Negeri Sipit pertu dintur gecary menyeluruh, dengan

menerapkan noria, standar, dan prosedur yang scragam  dalam penctapan

lormasi, perpadaan, pengembangay, penctapan gaji, dan program l:cscjahtcr;mn,
scria pemberhention yang mcerupakan unsur dalam manajemoen Pepawai Neper

Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusa A Pepawai Negeri Sipil Dacrah,

Dengan adanya keseragaman tersebut, dibarapkan alaq dapat diciptakan kualitag

Pegawai Neper Sipil Yang  scragam sclurle Indonesia, Di semiping

memudahkan penyclenggaraan’ manajenien l\'cp%:nwi;m, manajcmen yang

Seragam dapat puly mewujuclkan keseragaman peilakuan dan Jaminan kepastian

kum bagi scturyl Pegawai Negeri Sipir-

Dengan berlakunyg Uml;mg-unclum_; Nomor 22 Tahun 1999 {entang Pemcrintalan
Dacral harys didorong desentralisng HRISAN kepegawaian kepada dacial, Untuk

memberi Jandasan yang  lkunt bagi pelaksanany dcscnlrn!i;usi kepegawaiay

leisebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaay mManajemen Pegawaj

g

Negeri Sipil Sccara nasional tentang norma, standar, dan Prosedur yang sama dan

bersifat nasiona) dalam scliap unsny Mmanajemen kepegawaian,

Dalam Upaya menjaga netralitas Pc;ﬂ.nwu’i Neperi dari pengarub parta; palitik dan

untuk menjamiy, keuluhay, kclunnpnkun, dan persatuan Pepgawai Negeri, ceria

agar dapat memusatkan segaly perhatian, pikiran, dan lenaganya pady tugas van,

.

i

dibebankan kepadanya, maka Pegranai Negeri dilarang menjadi anggola dan/atay

PENBUTUS partai polifik.

; Qleh ..
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Oteh karcna iy, Pegawai Negeri Yang menjadi anggota don/atay penguras parla
i 5 ' H - e H gy b 1y . » H .‘
politik harug diberhentikan sebagai Pegawa Negeri. Pemberhentian tersehbut

dapat dilakukan dengan hormat atay tidak dengan hormat,

Untuk meninpkatkan profesionatisime dan kesejalterann Pepawai MNegeri, dalam

undang-uml:mg ini ditcgaskan bahwa PMegawai Neperi berhak memperolch gaji
yang adil dan Inyak sesuat dengan bela, kevia dan [anggl.m;;,jnwn[myn}. Unluk ity

Negara dan Pemerintaly wajily menpusahakan dan memberikan Baji yang adil

scsuai standar yang layak kepagy Pegawai MNegeri.,

Gaji adalah schagai balag Jass dan penphargaan alag prestasi keria Pepawai

Negeri yang bersangkutan,

Pada Unumnya sistem PCggajian dapa clr’gokmgknn dalam 2 {dua) sistem, yaity

sistem skalq tnggal dan sisten skala ganda, Sistem skals bmagal adalal sistem

Petipgajian Yang memberikan BHI yang sama kepada pegawai yang berpanglat

sama dengan fidak aag kurang Memperhatikan i pekeriaan Jang gilakukan

dan berntnya angpung jawal pekerjaannyy,
Sistem gkaly

ganda adalah sislem penppajian Yang menentukan besarnya £aji

bukan saja didasarka, pada Pangkai, tetapi Juga didasarkan hada 5ifay bekerjaan

yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratinyg: tangpgung javwal

pekerjaannys,

Selain kedua sistem Penggajian tersehu dikenal Juga sistem penggajian ketipa

Yang discbut sisien, skala gabungan, Yang merupakan Permpaduan angarg statein

skala Woggal dan sisten skala ganda Dalan sisienm skala gabungan, 851 pokok

ditentukan, sama bagi Pegawai Neperi yang: berpangkat sama, (i Samping jiy

diberikan njanpan kepada Pepawai Neperi yang memiky] @ngpung jawal yang

lebi) .
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lebib berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan terlenty yang sifainya

memertukan pemusatan perhatian dan pengerahan tennpa sccarg lerus mencerus,

-
-

Sclain ity undang-undang inj mencpaskan bahwa untul menjamin manaicmen
dan pembinann karicr Pegavwai Neperi Sipil, maka Jabatan yang ada dalam
arganisasi pemerintahan bajk Jabalan strukural mavpun jabatan fungsional
merupakan jabatan karier yang hanya danat diisi ataw gidieduki oleh 1 Pepawat
Negeri Sipit, dan/atan Pegawai Negeri yang telah beralih giatus schagai Pegawai

Negeri Sipil.
9. Setiap warga Negara Republil Indom..ui-mcmpunyzli kescmpatan yang sama
tntuk melamar schagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenyl; Syarat yang

ditentukan, Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara obyckiif

hanya untuk mengisi formasi yang lowong,

10. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan strukiural alau jn{mlfan
h}rng;runal harus dilakukan seeora obyektif dan selekdif, schingga menuimbihkan
kegairalan  yng betkompetisi bagi  scmug Pepawai degerd Sipil dalam
meninglatka, kenamnpuan pm!‘csiun:tlisnu‘:ny;t dalan, fangka  memberikan

pelayanan yang terbaik kepada mas yarakal.

Untuk  dapal melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pemikiran tersebut, perly mengubah beberapa Ketentuan Unr.!ang~tmc!:mg Nomor

8 Tahun 1974 tenlang Pokok-pokok Kepegawaian,

11 PASAL DEMI pASA L
Masal |

Pasal |

Cukup jelas

Pasal
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asal 2
i
Ayal (1)
[urar g
Cukup jelas

Hurnl p

Ketentuan Mengemat Angpota Tentarg MNasional Indoncsia, diaur
dengan !.m(izmg—un([zmg.

Hural ¢
Ketentuan mengenai - Anpgota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, diatur g

Ayal (2)

Hurul g

Yang dimaksyd deng

Nepgeri Sipil yang

Pemerintal Non-De

Tinggi Ncgara, Insy

Kota, Kepaniteraan

nyclenggarakan (ugas ne

Hurur |y

Yang  dimaksud de

Pepawai Negeri Sipil b

gajtmya dibebankan pad

gajinya dilyela
dan Belanja MNegaran

FPRESHIEN
T3 He HNDONE S51A

Chpran unthmg—nnrl;lHg.

an Pegawaj Negeri Sipil Pusat adalal Pegawaj

nkan pada Ang

gavan Pendapatap
A bekerja pada

f')cp;lrlcmcn,

Lembapa
prartemen, Kesekretariatan I

~cmbaga Tertinggi/

Dacral I’r’opfnsi/Kabupalc:n/
Pengadilan,  araq

ansi Vertikal di

dipekerjakan untuk  me-

ara lninnys.
I 3

Ban Pegawai Negeri Sipif Dacrah adalal,

acrah i’[‘()j)insi/i(zlbnpntcn/Kota

yang
a Anggaran Pendapatan dan

Jelanfa Dacral

dimy L
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dan bekerja pada Pemerintah Racrah, agy dipckerjakan i fhuay

4 instangi induknya,

Pegawai Negeri Sipil Pusal dan Pegawni Neper Sipil Dacran yang
diperbantuln, di tuar inglansi nduk, gajinya dibehankag pada

Mstansi Yang mencrima perbantuan,
Ayat (3)

Yang dimaksuq dengan Pegawai tidak tctap adalah Pegawai yang
diangkat untuk  jangka wakiu  ferteny EUha melaksanakan, tugas

Pemerintahay, dan Pembangunan yang bersifal i

NS profesings) dan

administiagi Sesuai dengay kebutuhan dan kemampuan Organisasi,

Pegawaj tiddak {elap tdak hcrkcdm!uf-:;m sehagaj Pepawaj Meperi,

Pasal 3

C.’ul':upjc'fns

Pasal 4

Cukup jelag

/\yn((l)

» Yang dimaksyg dengan gaji yang adil (an Fval; adalah bahwy 2aji
Pepawai Ncgcrlfhanrs MaAmpy memenyn; kebutuhap hiduy kc!uarganya, ,
schingga Pepawai Negoer yang b(,‘l‘SEU'lgleEm dapag Memusatkan
perhatian, pikiran, dan Chagnnya hanya untuk

melaksanakan tugas yang
df;)crca)mknn kcpa(lunyn.

Ayal (2) .
!

Rkl ke " e
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Ayat (2)

Cukup jelas
Ayal (3)

Pengaturan gaji Pepgawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah

kesenjangan kcsqiuhlcru;m, baik antar Pegawai Negeri

maunun antfara
‘it yang layak dimaksudkan
lerpenuhinya kel

uatthan pokok d
Produktivitas dag kreativitag Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri dengan swagta. Sedangkan B

untuk, menjamip

an dapat mendorong

Pasal ||
Ayal (H

Urutan Pejabat Negara schagaimana tergehug dalam ketenty

AN (idak
an tingkatan kedudukan ¢

berart menunjuldk ari pejabal tersebut,

Dalam ketentuan ini Yaong  dimaksugd deng
o

an Tlakim pads Badan
Peradilan adalaly Makim yang berada lingkung:m Peradilan Uy

m,
B, Peradilan Milier dan p

Peradilan Taqq Usaha Ny

cradilan Agamg,
Ayat (2) ’

© Cukup jelas
Avyal (3)
Yang dimaks

sud Pejabay Negara

fertentu adalan Ketua, w
KKetua Muda, dm_: H

akil Kelua,
akin Agung pada Mahk;

amah Apung, scria Ketua,
Wakil Kelua, dan Hakim pada scimua Bad

- Peradilan: Ketua, Wakir

Ketua |

Sim e e
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Kelua dan Anggota Badan Pemerikga Keuangan yang borasal day

Jabatan karier; Kepalg Perwakilan "*publlk Indonesia di Lyar Negeri
1 PN . b -' e 1Y,

yang berkedudukan scbagai Duta Begar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

yiang berasal day diplomat karier » dan jabatan yang sclingkat Menter

Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal |2

Ayat (1)

Cukup jelag

Ayal (2)
Datam rangka usahg thruk meningkatkan imuu dan keterampilay serta
memupuk kegairahan hmmjn, maka perly dilaksanakan pembingap
Pepavwai Negeri Sipil dengan xcbnik-lmiknyl atas dagsy sistem hrestasi

kerja dan sisten kariey Yang dititikberakan pada sistem prestasi kerja,

Dengan demikian akan (hpunh,h hDentatan Yang obyek(r terhadap

kompeicns Pegawai Negeri Sipil.,

Untuk dapal meningkatkan daya puna dan hasii WA yang schegar.
besarnya, maka sistem Pembinaan karier yang harg dilaksanaka, adalal)

Sislem Peribinaan kapjor tertntup datam arli negarg,

Dengan sistem karjor fertutup dnhrm arti negarg, maka dmungkingan
perpindahan Pegavai Negeri S dar qur{cnmn/’Lembagaﬁ"r‘opinss’/
Kabupaten/i i, yang satuy ke I)vp;l."tmncn/L.cmlmgn/?’ropinsiﬂ(abupa-
fen/Kota yang lain atay schaliknya Crutama gaqyg menduduki jabagan.

Jabatan yang bersifay manajeria].

Pasat |3
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Pasal 3

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelag

Ayat ()

#
Komisi chcgn“mkulTﬁcgmﬂ

schagaimap
ini adalal Komisi y

a dimaksud dalam |

clentuan
ang bertugas membangy Presiden dafamy -
4@ meromugkan kebijaksanaan Ui kcpcgnwai;m;

b merumuskan kebijaksanaan Pehgpajian dan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil; dan

€. memberikon pertimbanpan ()

am pengangkatan, pemind
A dan dari jabatan strukiural tertenqy

ahan, dan
Pemberhention

yang
menjadi Wewenang Presiden.

Untuk dapat e

faksanakan lugas pokok terscbyt see

cara obyeklif, makay
kedudukan Komisi adala mdependen,

Ayat (4)

Anggota Tetap diangkat (o Pepawaj Negeri Sipil senior dari instans;
pemerintah aiay Pergiiuan tingni  dan stal senior day Badan
Kepegawaian Nepara,

ak Tetap diangkat dari
dart Departemen ferk

sedaung i Anggota Tid

- Pepawaj Negeri Sipil sentar Al wakil organisasi
Pegawaj Negeri, dan wakil dari tokol Masyarakal yang mempunyai
keahlian yang diperlukan plel Komisi,

Ayat(5) ...

o e i
Y T T erre
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Ayal (5)

Cukup jelas

Ayal (6)

Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

- Formasi adalah peaentuan jumlaly dan
\ .

susunan pang
Sipit yang diperfukan uniuk

Kal Pepawaj Negeri

mampu melaksanakan gas pokok yang
ditetapkan olch pejabat yang berwenang,

Jumiah Pepawai Negeri Sipil yang diperlukan diter

apkan berdasarkan
atu orpanisas;.

beban kerfa su

Ayat (2)

Formasj (Ii!cmpkzm'bcrcl:lszn'km perkivaan heban kerja datam Jangka
waktu (crienty denpan mempertimbangka Hream-macam pekerjaan,
rainitas pekerjoan, keahlian yang diperfukan unyl

lain yang mempengarahi jum)
Yang diperfukan,

< melaksanakan tgras
dan hal-ha! ah dan sumber daya manugin

asal 16

Ayal (2) .-

Kelentuan inj mencgaskan hahwy pengadaan Pegavwa; Negeri Sipil harus

al-syarat ()bycktirym:g tclah ditentukan, dan tidak

3

didasarkan afas syar

boich didasarkan alas jens kelamin, sukuy, asama, ras, golongan, atan

(1R ¥

dacral.

Pasal 164
|.
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Yasal 16 A

Ayat (1) .
Penpangkatan langsung  menjadi I’cgjdwm Negeri Sipil, dilaksanakan

secara sangal scleklif bagi mercka yang dipandang tclal berjasa dan

diperlukan bagi Negara,

Ayal (2)

Cukup_ié!as

Yang dimaksud .inbn!zm adalah kedudikan ang menunjukkan ty ras,
It !

() aung 1w.1[) wewenang, dan hak seseorang Pepawai Negor
L J o I ] o

SH
A,

dalam suatu satuan organisasi Negara,
Jabatan dadam fngkungan birokrasi pemerintah adaiah Jabatan Karier.

Tabatan Karier adalaiy Jabatan ulam lingkunpan Girokrasi pemerintah

yang hanya dapat diduduki oleh Pepawai Negeri Sipil atay Pegowaj

Negeri yang tclaly beralil, stalus schapai Pepawai Negert Sipil,

Jabatan Karier dapat dibedakan datan, 2 (duay jenis yaitu jabatan

struktural dan jabatan fengsional. Jabatay struktural adalah jabatan yang
seeara fepas ada dalam steukior orpanisasi. Jabatan fungsional adalah

Jabatan yang tidak sccara tegas disebutkan dalun struktur organisasi,
tetapi dari sudut fungsinya diperlukan olch organisasi, seperti Peneliti,

Dokter Pustakawan. dan Fain-Iain vane serupa dengan .
) y ] "

. Yang ...
{
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Yang dimaksu dengan Pangkat adalal; kedudukan yang menunjukkan
lingkat sescorang Pegawai Megeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam

rangkaian  susunan kepegawaian digunakan schagal  dasar
pengpajian,
Ayt (2)
Yang dimaksud den AN syarat obycktit fainnyg atara lain adalah
2 ] .}
disiplin kerja, kesclinan, pengabdian, pengalaman, kerjasama, dan dipat
dipereayn.

Ayal (3)

Cukup jelag

Pasal 20

Cukup jelag

Pasal 22

Untuic kepentingan kedinasan  dan schagai  salah  sauy usalia  unfyuk

mecmperluag pengaloman, wawasan, dan kcnmmpunn, maka perlu diadakan

perpindahan Jabatan, tfugas, dan wilayah kevja bapi Pepawai Megeri Sipil

terutama bagi Yang  menjabat PUTtpinan dengan tidak merugtkan hak

kcpcgawaimmy::.

Pagal 2

-
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Magal 23
Ayat (1)

Pegawa Negeri Sipil yang diberhentikan dengan I

ormat menerima hak-
hak kq,cgawainn scsuai

dengan poraturan perundangan yang berlaky
antara liin kK

ak pensiun dan tabungan hari wa.

Ayal (2)
Diberhentikan dengan hormag apabila ten

Aganya tidak diperiykan olch
Pemerintah aay hal-hal

Fain yang  dapat

tenpakibaikan yang
bersangl an diberhemtikan tidak dengan hormat,
Ayat (3)
Diberhen ikan dengun hopmar atau (idak diberhentikan fergantung
kepada b,

al ringannya pelanggaran ay

M memperhatikan Jjasa
pengabdien Pegawa; Neg

-jasa dan
cri Sipil yang bersangkuiag,

Ayat (4)

Diberhenticn dengan hormay tidak

aas  permintaan
diberhenti! an 4iq

sendiri  atay
ak denga harmag lergantung kepada ber

at ringannya
yang dilakukan Pepaw

pelangpara ai Negeri Stpil vang bcrsqngkutzm
dan mempe rhati

an jasa dan Pengabdiannya,

Ayal (5)

Pegawai N geri Sipil yang diberhentik

an tidak dengan hormat fidak
berhak mencrimag pensim. |

Pasal 24 |
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Pagal 24

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Vegawai Negeri Sipil yang
disanpka olch pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana keiahatan,
dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan ynn['
felah mempunyai kekuvatan hukum yang letap, Pemberhentian sementara
ferschul  adalal pemberhentian - sementara dari jabatan negeri bukan

pemberhentian scmentarn sehapni Pegawai Negeri Sipil.

/\pz\b'il:] pemeriksaan oleh yang berwajily elah selesai alau tefaly ada putnga
pengadifan yang (efal mempunyai kekuvatan hukum yang tetap dav tervata
bahwa  Pegpiwai Negeri - Sipil yang bersangkulan  tidak bersatah, ks
Pegawai Negori Sipil terschuyt dirchabrlitasikan tcrhi{un;I sejek ia dikenakan
pemberhentisn sementara, Rehabilitasi yang (lmmmid mengandung
pengertian, bahwa Pegawai Neperi Sipil yang bersangkutan diaktifican dan

dikembalikan pada jabatan scmula,

Apabila sclelal pemeriksaan oleh Penpadilan telah sclega; dan ferpyala
Pegawai  Negeri Sipil - yang bersangkutan bersalal dan cleh sehab iy
dihukum penjara alau kuringan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempuayai kekuoatan hukong yang {etap, maka Pepawai Megeri Sipil lorsabut

dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 val (3) huru!

b, ayat (4) hupnr [a, danayal (5) buruf e,

Pasal 25

Ayat (1) .
Cukup jelas

Ayal (2)

-:1,
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Ayat (2)

Kelentuan mengenai pendelegasian atay penyerahan kewenangan yang
dintur dafam Peraturan Pemcerintah menjadli borma, standar, dan prosedur
dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negert

Sipil.
Ayat (1)
labatan-jabatan yang dimaksud dalam ketentuan inj merupakan jabatan-

jabatan kavier tertin i Oleh ku.eaa it enganglatan, pemindahan dan
.J L_'! e ] Fie k] 3

pemberhentiannya ditctapkan dengan Keputusan Prcsiden,

Pasal 26
Ayat (1)
Pengucapan Sumpal/janii - dilakukan menural agama yang  diakyi
Pemerintah, yakni

3

a. diawali dengan ucapan “Penyi Allalv untuk penpanut agama Islam;

b.  diakhir dengan ueapan “Semoga Tuhan menclong saye” uatuk

renganut agama Kristen Prolestan/Katolik;

. diawali dengan Heapan "Om alah Paramewiscsa” untuk penganut

agama Hindu; dan

-

d.diawali dengan Heapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha” uptuk

penganul agama Buddha,

Ayat(2) ...
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Ayat ()

Culkoap jelas

Yasal 30

Cukup ji las

Pasal 3 ‘
Ayal (1)

Peng dturan dan penyclengparaan pendidikan dan pelatihan Jabatan bagj
Pegarvai Nogeri Sipit dimaksudkan agar lerjamin keserasian pcinbinaan
Pegatsai Negeri Sipil,

Pengaturan penyclengparaan pendidikan dan pelatihan jabatan micliputi
kegiat v perencanaan,

termasuk  perencanaan

anggaran, pencatyan
standas, pemberian akreditasi, penilai

an, dan pengawasan,

Tll.llil! )Cll(”(”kﬂll dan )(‘.IEHHIEHI 'n[);l!nn anlara lam :'ldiili]h .
A . J
/ i

= heoningkatkan pehgabdian, muty, keablian, dan keterampilan;

_] . .

e‘. ’ - menciptakan adanya pola berpikir yang sama;

= mencaplakan Jan mengembangkan mictode kerja yang lehih paik:
X da

. = membima karier Pepawaj Negeri Sipil,

% Pada pekoknya pendidikan dan pefatihan Jabatan dibagi 2 (dua), vaiiy
it

pendidil an dan pelatiban prajabatan dan pendidikan dan petatihan dalan
-‘?1‘ Jabatan:

A | -

. .- Peadidikan |
3

i-'i

B

7

A

F.
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- Pendidikan dany Peladihan prajabatan (pre service fraining) adalah
Suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negerd Sipil,
dengan tujuan agir fa dapat Crampil mcelaksanakan tugas yang

dipercayakan kepadanya;

= Vendidikan dan Pefatihan dalam Jabatan (ju service raining) adalal
sualu pelatihan yang bertujuan untyl meningkatkan muln, keahlian,

kcm:tmpu;m, dan kelerampilmy,
Ayat (2)

Cukup jelag

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukap jelas

Pasal 34 A
Cukup jelas
Pasal 35

Ayal (1)

Cokup jelas
Ayal (2)

Pegawai Negeri Sipil golongan (eetenty Yang dijatubi hukuman disiplin

pemberhentian |
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pemberhentian dengan  hormat tidak atas permintaan sendii dan

pembethentian tidak dengan hormat scbagai Pegawai Meperi Sipil dapat
mengajukan  upaya banding  administratif ke Badan  Pertimbangan

Kepegawaian,
Ayat (3)

Cukup jelus

Pasal 37
Cukup jelas

* Pasal 1

Cukup jelas
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